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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 32) Tanggal 21 Juni 2017, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan
Publik.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang ....
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
tentang Perusahaan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan  Nepotisme (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang ....
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan .....



13.

14.

15.

16.
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Peraturan Pemerintah Nomor 68
Tahun 1999 tentang Tata  Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraaan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094);

17.Peraturan .....



18.

19.

20.

21.

-106-

Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2010 tentang  Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang  Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 191);

22. Peraturan .....



22.

23.

24.

25.

26.
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Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
dan Pelayanan Publik secara Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2016 Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan
Publik.

Pasal 1 .....



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU NOMOR PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan
Publik.

Pasal 2

Menunjuk Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Luwu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1
Peraturan Bupati ini dan berkoordinasi dengan
Instansi terkait.
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya,
memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI LUWU,
Cap/Ttd
A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2017 NOMOR 76

Lenovoputih / D / Ivo / LD



